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dermaga Malala senilai Rp47
Miliar tersebut, sudah mulai retak.
Bahkan, di beberapa titik mulai
ambruk.

Ditambahkan Nurdin, rentetan
permasalahan pada pembangunan
Dermaga Malala, diantaranya kar-
ena keterlambatan penyelesaian
proyek walau telah menyeberang
tahun 2014, tidak membuat PPK
Abdul Rasyid bersikap tegas dan
terkesan masih memberikan toler-
ansi terhadap PT PJP untuk melan-
jutkan pengerjaannya. Padahal
masa kontrak telah berakhir
terhitung sejak 19 November 2013.
Penambahan waktu penyelesaian
proyek dermaga Malala dengan
pemberian contrack change order
(CCO) hingga 31 Desember 2013,
tak mampu dimanfaatkan secara
maksimal oleh PT PJP.

Padahal dalam mekanisme pen-
gadaan barang dan jasa, setelah
pemberian CCO pihak rekanan
diberikan waktu maksimal 50 hari
untuk menyelesaikan pengerjaan-
nya. “Anehkan jika itu tidak dilak-
sanakan, saya kira ketika tahapan
CCO itu sudah dilakukan, kemudian
pekerjaan dermaga itu belum
juga rampung, maka PPK harus
mengambil sikap tegas dengan
melakukan pemutusan kontrak
kerja dengan PT PJP imbuhnya.

Hal yang sama pada pembangu-
nan Dermaga Dede di kota Tolitoli
yang dikerjakan oleh PT Sumber
Bangun Sentosa (PT SBS). Menurut
Ketua Komisi C dekab Tolitoli itu,
pengerjaan proyek dengan Pagu
Rp17,49 Miliar itu minim penga-
wasan konsultan teknis.

“Yang pasti, dua dermaga yang
mengalami masalah itu tidak dia-
wasi oleh consultan teknis sebab
anggaran pengawasannya yang
melekat pada suparvisi telah habis.
Kalau proyek dermaga itu tidak
diawasi pasti berpengaruh pada
mutu pengerjaan,” tandas Nurdin.

Site Manager PT PJP Safarudin
yang dihubungi belum lama ini
mengakui tak pernah mengajukan
CCO atas keterlambatan pem-
bangunan mega proyek dermaga
Malala. “Saya tidak pernah menga-
jukan CCO, memang dermaga itu
sudah terlambat,” tuturnya.

Menyikapi keterangan Site
Manager PT PJP yang mengerjakan
Dermaga Malala, mantan consul-
tan yang kini berkiprah sebagai
anggota Dekab Tolitoli, Suyuti,
menyatakan, klaim pembangunan
dermaga Malala tidak menda-
pat rekomendasi CCO dari pihak
terkait, tidak bisa diterima akal
sehat. PPK dan PPTK akan diang-
gap melanggarar aturan ketika

mengabaikan pemutusan kontrak
terhadap pengerjaan pembangu-
nan dermaga tersebut yang sudah
nyata-nyata melewati batas waktu
yang ditentukan dan ditandatan-
gani bersama antara rekanan dan
PPK.

“Kalau pemberian CCO dipaksa-
kan karena ada sebuah kesepaka-
tan, maka PPK dan PPTK harus
diusut. CCO tidak bisa diterbitkan
ketika keterlambatan peker-
jaan, faktornya adalah kelalaian
pihak rekanan. Informasi dari
masyarakat hampir satu bulan
pembangunan dermaga itu tidak
ada aktifitas karena terken-
dala dengan kapal pemancang,”
jelasnya.

Sebelumnya ia juga pernah me-
nilai, bahwa PPK dan PPTK yang
memiliki kewenangan dalam pem-
berian amandemen, justeru tidak
bekerja secara professional ketika
pemberian CCO tersebut karena
faktor transaksional.

“Proyek-proyek yang diberikan
CCO harus mengacu kepada keja-
dian luar biasa (force majure). PPK
dan PPTK harus bertanggungjawab
jika dua mega proyek dermaga
yang dianggarkan puluhan mili-
aran rupiah itu, pemberian CCO
pekerjaan yang terlambat dengan
kondisi memaksa,” tegasnya.
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enyeberang Tahun,
or Beton Ambruk

TOLITOLI, MERCUSUAR- Pembangunan
dermaga Malala Kabupaten Tolitoli yang dikerjakan
oleh PT Patriot Jaya Pratama (PJP), menyisakan
masalah. Selain item pemasangan tiang pancang
baru 37 titik dari target 70 titik walau telah
menyeberang tahun, beberapa bagian cor beton

retak dan mulai ambruk.

“Belum lama ini saya da-
pat laporan dari masyarakat
di Dondo, ternyata bukan
hanya tiang pancang yang ber-
masalah, tetapijugaadabagian
cor beton yang retak dan am-
bruk diduga akibat campuran
yang tidak sesuai speksifikasi,”

ujar Ketua Komisi C DPRD
Kabupaten (Dekab) Tolitoli
Nurdin Nadjamudin kepada
koran ini beberapa hari lalu,

" Untuk menguatkan hal itu,
wartawan Koran ini turun ke
lokasi pembangunan dermaga
Malala. Ternyata, keterangan

Ketua Komisi C Dekab Tolitoli
yang berpatokan pada laporan
warga setempat, sesuai hasil
pantauan Koran ini di lapan-
gan. Cor beton yang meru-
pakanirangkaian pengerjaar
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Pemberian CCO terhadap pekerjaan
yang sudah terlambat biasanya merujuk
pada tindakan, seperti bencana alam,
epidemik, kerusuhan.

Pemberian CCO oleh PPK di luar dari
hal itu, maka bisa dinilai sebuah tindakan
Korupsi berjamaah. “Ini adalah modus,
kalau pemberian CCO ternyata ada factor
Kelalaian pihak rekanan yang menyebab-
kan proyek tidak bisa selesai tepat waktu,
PPK dan PPTK harus bertanggungjawab,
dua orang ini yang harus diperiksa,”

tutupnya.

Olehnya itu, penambahan waktu peker-
jaan terhadap setiap proyek termasuk
dermaga Malala dan Sidoarjo harus men-
gacu pada ketentuan peraturan pengadan
barang dan jasa.

“Artinya, jika pemberian CCO melalui
kebijakan Pejabat Pembuat Komitemen
Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan
terkait, terlebih dahulu harus didukung
hasil kajian mendalam dan tidak terkesan
asal-asalan,” kritiknya. 1an




